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5.1.1.

BAB YV
PENUTUP

Kesimpulan

Ibn Qudamah berpendapat bahwa jika suami memberikan hak talak kepada
istri, maka hak tersebut berlaku selamanya dan dapat digunakan kapan saja,
mirip dengan konsep wakalah. Talak yang jatuh dalam hal ini adalah talak
satu raj'i, yang dapat dirujuk kembali selama masa iddah. Namun, jika istri
menjatuhkan talak tiga, meskipun suami berniat hanya memberikan talak satu,
maka talak tiga tetap sah dan penyerahan hak talak dapat dibatalkan oleh
suami sebelum digunakan oleh istri, tetapi jika istri telah menggunakan hak

tersebut, maka talak yang jatuh tidak bisa dibatalkan.

. Metode istinbath yang digunakan oleh Ibnu Qudamah sejalan dengan metode

yang diterapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sebagai bagian dari mazhab
Hanbali yang ia anut. Dalam menggali hukum, Ibnu Qudamah mengutamakan
sumber hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta memperhatikan fatwa para
sahabat jika tidak ada nash yang jelas. Sebagai contoh, mengenai kebolehan
penyerahan hak talak kepada istri, Ibnu Qudamah merujuk pada tindakan Nabi
Muhammad SAW yang memberikan hak pilihan kepada istri-istrinya, yang
tercermin dalam surat Al-Ahzab (28-29) dan hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Muslim. Menurut Ibn Qudamah, ketika Nabi SAW menyuruh Aisyah
untuk meminta nasehat dari orang tuanya, ini menunjukkan bolehnya
penyerahan hak talak dan dalam hadis ini nabi menggunakan lafaz penyerahan
yang kinayah (tanpa ada lafaz talak didalamnya). Dalam analisis penulis
beliau juga menggunakan pendekatan qiyas, meskipun tidak disebutkan secara
eksplisit, dengan menyamakan penyerahan hak talak kepada istri dengan
wakalah (perwakilan) dalam hal lain, seperti memerdekakan budak. Hal ini
berdasarkan prinsip bahwa siapa pun yang sah menjadi wakil dalam satu

urusan, sah pula dalam urusan lainnya, asalkan ada kesamaan kausa.
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Pendekatan ini mengarah pada pemahaman bahwa penyerahan hak talak

kepada istri adalah sah, sejauh tidak melanggar prinsip syariat.

. Konsep penyerahan hak talak kepada istri yang dikemukakan oleh Ibn

Qudamah memberikan perspektif yang lebih adil dalam pernikahan dengan
memberikan perempuan hak untuk menentukan kelangsungan rumah
tangganya. Hal ini sejalan dengan prinsip kesetaraan gender yang bertujuan
menciptakan keseimbangan dalam relasi suami istri, sebagaimana dijelaskan
oleh Fatima Mernissi dan ditegaskan dalam ajaran Islam bahwa semua
manusia setara kecuali dalam ketakwaan. Meskipun penyerahan hak talak ini
masih belum diadopsi dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan yang
berlaku saat ini adalah cerai gugat di pengadilan agama, namun konsep ini
tetap relevan untuk dipertimbangkan sebagai alternatif dalam memberikan
perlindungan hukum bagi perempuan. Jika penyerahan hak talak ini
diintegrasikan  dalam . sistem  hukum  keluarga, misalnya dengan
mencantumkannya dalam akad nikah atau perjanjian pernikahan, maka
perempuan dapat memiliki akses yang lebih mudah dan adil dalam proses
perceraian, tanpa harus menghadapi prosedur hukum yang panjang dan
kompleks. Negara-negara seperti Pakistan telah menerapkan konsep ini dalam
sistem hukum mereka, menunjukkan bahwa pendelegasian dapat menjadi
instrumen hukum yang sah dan aplikatif dalam memberikan hak yang lebih
luas bagi perempuan. Oleh karena itu, pemikiran Ibn Qudamah tentang talak
tafwid dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan di Indonesia untuk
mengembangkan regulasi yang lebih responsif terhadap hak-hak perempuan
dalam pernikahan dan perceraian, sehingga hukum Islam dapat diterapkan

dengan lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Implikasi

Implikasi dari pandangan Ibn Qudamah mengenai penyerahan hak talak kepada

istri menunjukkan bahwa dalam konteks hukum Islam, konsep wakalah dapat
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diterapkan dalam urusan rumah tangga, khususnya dalam hal talak. Hal ini
memberikan fleksibilitas bagi istri untuk menggunakan hak talaknya kapan saja,
selama belum dibatalkan oleh suami sebelum digunakan. Namun, kebebasan ini tetap
memiliki batasan dalam syariat, seperti talak yang dijatuhkan tetap mengikuti
ketentuan hukum Islam, termasuk kemungkinan rujuk dalam talak raj’i. Selain itu,
metode istinbath yang digunakan oleh Ibn Qudamah menegaskan pentingnya merujuk
pada Al-Qur'an, Sunnah, serta fatwa sahabat dalam menetapkan hukum, yang
mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam menyamakan suatu hukum dengan konsep
lain, seperti wakalah. Implikasi lainnya adalah bahwa pemahaman ini dapat
berpengaruh pada praktik hukum keluarga Islam, terutama dalam memberikan
kejelasan mengenai hak-hak perempuan dalam pernikahan dan perceraian sesuai

dengan prinsip syariat.

5.3 Saran

5.1.4. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyerahan otoritas hak talak kepada
istri menurut pendapat Ibn Qudamah, yang tidak hanya berfungsi sebagai
tambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap
perkembangan hukum Islam. Namun, tentu saja penelitian ini memiliki
keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penting untuk terus
mengembangkan kajian' terkait perlindungan hak-hak perempuan dalam
perkawinan, guna menghasilkan analisis hukum Islam yang lebih seimbang,
moderat, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

5.1.5. Kajian mengenai penyerahan otoritas hak talak kepada istri menurut Ibn
Qudamah memberikan sumbangan yang berarti dalam proses pembaharuan
hukum Islam, terutama di Indonesia. Ibn Qudamah menawarkan perspektif
yang memungkinkan figh klasik untuk lebih terbuka, moderat, dan seimbang,
sehingga perempuan memperoleh kuasa lebih besar atas dirinya, khususnya
dalam pernikahan. Bagi lembaga hukum di Indonesia, penelitian ini dapat

memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan dan keputusan hukum yang
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lebih spesifik mengenai perkawinan. Pendapat dan argumentasi yang diajukan
juga dapat menjadi bahan studi perbandingan dalam merumuskan undang-
undang atau peraturan yang lebih tepat mengenai perlindungan perempuan
dalam perkawinan yang masih terkesan umum.. Namun demikian,
pembahasan dalam penelitian ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut
untuk menghasilkan analisis hukum yang lebih komprehensif dan universal.

5.4. Keterbatasan Studi

Fokus studi ini adalah pandangan Ibn Qudamah terkait penyerahan hak talak
kepada istri dalam mazhab Hanbali. Pembahasan mengenai hak talak dalam hukum
Islam sangat luas, mencakup berbagai aspek seperti talak raj'i, talak bain, dan talak
tiga, serta implikasi dari masing-masing jenis talak tersebut. Namun, dalam studi ini,
penulis hanya menyoroti permasalahan penyerahan hak talak oleh suami kepada istri
dan bagaimana hal ini dipersamakan dengan konsep wakalah. Oleh karena itu, penulis
hanya memaparkan pandangan Ibn Qudamah serta metode istinbath yang ia gunakan
dalam menjustifikasi penyerahan hak talak tersebut, tanpa menyertakan pandangan

dari mazhab lain atau analisis komparatif terhadap konteks hukum keluarga modern.
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